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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pembangunan tanpa arah akan membuat sebuah daerah menjadi tidak terorganisir, tidak
efisien dan tidak terukur, oleh karena itu dibutuhkan rencana dalam membangun sebuah
daerah, tidak terkecuali untuk Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 merupakan
dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan, program dan
kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke
depan.istsDokumen tersebut bukan hanya menjadi syarat administratedf saja, tetapi menjadi
komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan dalam oleh Kepala

Daerah terpilih.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, Kepala Daerah memerlukan
pengawasan internal sebagai bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah.
Pengawasan Internal Pemerintah Daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu
menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan
sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang

telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menyadari besarnya peranan Inspektorat dalam mendukung keberhasilan Pemerintah
Daerah maka pengawasan internal pemerintah daerah harus direncanakan secara tepat,
cermat, professional, terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena itu Inspektorat
Kabupaten Kapuas Hulu sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) wajib
menyusun Rencana Strategis Pengawasan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam suatu
dokumen RENSTRA Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 — 2021.

RENSTRA Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 — 2021 sebagai komitmen
APIP yang diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan, sasaran Pemerintah Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum
Dasar Hukum dalam penyususan Renstra Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu yaitu st

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;isgp!

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); iste!

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; istp!

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota; iske

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah; st

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; isgp!

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; ok



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; it!

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/kota; Lo

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tentang tetata cara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi
rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan
rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana
pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah,

dan rencana kerja pemerintah daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis ( Renstra ) Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu disusun dengan maksud
untuk memberikan arah atau acuan/ pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah yang bertujuan untuk
menjamin bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien,

professional dan akuntabel.
1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis ( Renstra ) Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu ini mengkomunikasikan
rencana strategis Inspektorat selama periode tahun 2016-2021. Sistematika penyajian
Rencana strategis ( Renstra ) Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu periode tahun 2016- 2021
disusun berdasarkan Peraturan Peraturan Pemeintah Nomor 8§ Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, yaitu sebagai berikut :
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BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat

Sesuai Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu,

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas Inspektorat : Membantu Bupati Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan oleh Perangkat daerah.
Fungsi Inspektorat :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

o

Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati

Penyusunan laporan hasil hasil pengawasan

Penyelenggaraan administrasi Inspektorat

™, e

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya
2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Inspektur

Kabupaten Kapuas Hulu didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur di Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat
berdasarkan Golongan, Pendidikan maupun Jabatan Struktural dan Fungsional (JFA
dan P2UPD), dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pangkat/ Golongan



NO | PANGKAT/ GOLONGAN JUMLAH KETERANGAN
1 Pembina Utama Muda (IV/c) 1 Orang PIt.
) Pembina Tingkat I (IV/b) 6 Orang
3 Pembina (IV/a) 1 Orang
4 Penata Tingkat I (I11/d) 5 Orang
5 Penata (I11/c) 12 Orang
6 Penata Muda Tingkat I (I1I/b) 5 Orang
7 Penata Muda (I11/a) 3 Orang
8 Pengatur (Il/c) 2 Orang
Total 35 Orang

Tabel 2.2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN
1 Pasca Sarjana 12 Orang

2 Sarjana (S1) 18 Orang

3 Program Diploma (D3) 0

4 SLTA 4 Orang

5 SLTP 1 Orang

JUMLAH 35 Orang




Tabel 2.3 strSumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan / Fungsional Tertentu

_____

NO NAMA DIKLAT / FUNGSIONAL JUMLAH KETERANGAN
1 PIM TK. II 1 Orang Inspektur (Plt)
- Sekretaris stp!
- Irban Wilayah I sk
2 | PMTKIN 5 Orang - Irban Wilayah IT i
- Irban Wilayah III sk
- Irban Khusus st}
- Kasubag Perencanaaniske!
3 PIM TK.IV 2 Orang - Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
- Kasubag Administrasi dan Umum
4 Fungsional Auditor Madya 1 Orang Pensiun Juni 2017
5 Fungsional Auditor Muda 8 Orang
6 Fungsional Auditor Penyelia 2 Orang 1 Orang Pensiun Oktober 2017
7 Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya 1 Orang
8 Fungsional Pengawas Pemerintahan Muda 3 Orang
9 Fungsional Pengawas Pemerintahan Pertama | 2 Orang
10 Fungsional Auditor Kepegawaian Muda 1 Orang
11 Fungsional Auditor Kepegawaian Pertama 1 Orang




2.2.2. Sumber Daya Berupa Asset

Sumber Daya berupa asset pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu keadaan bulan
Desember 2017 dapat dilihat dalam daftar dibawah ini :

Tabel 2.4 itriAset Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

_____

No. URAIAN NILAI

l. Tanah n/a

2. Peralatan dan Mesin Rp. 1.092.076.439,-

3. Gedung dan Bangunan Rp. 1.432.657.610,-

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.  45.000.000,-

5. Aset Tetap Lainnya Rp.  28.519.000,-
Total Aset Rp. 2.598.253.049.-




2.3 Kinerja Pelayanan

Hasil kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu periode RPJMD 2010-2015 sebagai unsur

pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Indikator Kinerja

Target Renstra Perangkat Daerah

Rasio Capaian Pada Tahun ke-

No sesuai tugas dan Tahun Ke-
fungsilnspektorat 2012 2013 2014 2015 2016 | 2012|2013 | 2014 | 2015 | 2016

Hasil evaluasi

1 | akuntabilitas Kinerja C C C C C na | na | n/a n/a n/a
Instansi Pemerintah
Persentase

2 Rekomendas_l Temuan n/a n/a n/a 90% 85% n/a n/a n/a | 90.22% | 101%
yang selesai
ditindaklanjuti
Persentase Kasus/

3 | pengaduan masyarakat n/a n/a n/a n/a n/a n/a | n/a | n/a n/a n/a
yang ditindaklanjuti

4 Level Matu”tas SPIP n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Pemerintah Daerah

5 | Level Kapabilitas APIP | Levell | Levell | Levell | Levell | Levell | n/a | n/a | n/a n/a n/a

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu periode 2012 -

2016

Secara tersurat dari tabel 2.5 diatas bahwa banyak pencapaian kinerja layanan pada

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu yang belum terdokumentasi dengan baik. Tetapi

dengan adanya dokumen renstra Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2016-2021 ini

akan menjadi panduan bagi Inspektorat untuk mendokumentasikan kinerja pelayanan lebih

baik lagi tahun tahun berikutnya.

Dari sisi pembiayaan program periode 2012-2016, anggaran Inspektorat Kabupaten Kapuas

Hulu dapat terlihat dari tabel 2.6 dibawah ini :
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BAB Il

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Permasalahan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan dengan tugas dan fungsi

Inspektorat adalah :

1. Akuntabilitas Perangkat Daerah yang belum baik.

2. itriProses pengendalian intern yang belum optimal di perangkat daerah.

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor — faktor internal dan eksternal sebagai berikut

Faktor Internal

a.

Perlunya peningkatan pelaksanaan evaluasi SAKIP pada SKPD, karena tahun
sebelumnya belum semua SKPD dievaluasi. iste!

(Ll

Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas

[}

i

Faktor Ekternal

a.

Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih skrtransparan dan

[l

Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan ifrperundang-

undangan oleh SKPD.

L
'SEP!

[l

. Implementasi pengendalian intern pada SKPD masih belum berjalan dengan istrbaik,

sehingga belum aparatur pada SKPD maksimal dalam melaksanakan istetupoksinya. iste!

[l

Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD.



Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Inspektorat Kabupaten itsKapuas Hulu

mengharapkan adanya kebijakan Pejabat yang berwenang agar :

1. Menerapkan sistem reward dan punishment kepada pejabat di Seluruh SKPD berdasarkan
evaluasi dan pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh SKPD sendiri.

2. Adanya sanksi yang diberikan kepada Kepala SKPD atas Tindak Lanjut hasil temuan
yang belum tuntas sesuai waktu yang telah ditetapkan. ise!

[l

3. Memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat dalam melaksanakan tugas- tugas

(L

[l

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Kapuas Hulu

Dengan visinya : “Menuju Kapuas Hulu yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis” st}
Sedangkan misi pertama Bupati terpilih adalah “Memperkuat tata kelola kepemerintahan
yang lebih baik dan bersih”.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Tersebut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu ingin menegaskan bahwa selama periode pemerintahan mereka,
ingin membawa Kabupaten Kapuas Hulu ke arah masyrakat yang lebih sejahtera, berdaya
saing dan juga harmonis, yang salah satu caranya adalah mewujudkan tata kelola pemerintah

yang baik dan bersih.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kepala Daerah mengharuskan
setiap SKPD bersama-sama melakukan optimalisasi yang berbasis kinerja dengan anggaran

yang tersedia untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Inspektorat Kabupaten dalam hal ini membantu Kepala Daerah untuk melakukan
pengawasan dan pengendalian intern dengan mengedepankan pembinaan dalam setiap

kegiatan pengawasan demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.



3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Untuk mengetahui isu isu strategis yang ada di Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu maka
dilakukan terlebih dahulu analisa SWOT. Berikut analisa SWOT yang ada pada Inspektorat
Kabupaten Kapuas Hulu :

Faktor Kekuatan :

Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan iste!
Tersedianya SDM yang kompeten istridan berpengalaman

Tersedianya sarana dan prasana untuk pelaksanaan kegiatan isgpipengawasan isgp!

Faktor Kelemahan :

L
ISEP!

(L

Sebagian SKPD belum memahami pelaksanaan/ Implementasi SAKIP.
Belum maksimalnya dukungan anggaran pengawasan terkait istebanyaknya tugas-tugas
pengawasan yang harus diselesaikan. iske

Rl

Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang belum tuntas, istpkarena

-

kurangnya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh SKPD. iske!
Masih banyak SKPD yang belum menganggap dokumen perencanaan sebagai sesuatu
yang penting dan bukan hanya sekedar pemenuhan administratif saja.

Kurangnya jumlah fungsional tertentu (Auditor, Auditor Kepegawaian dan Pengawas
Pemerintahan) dibanding dengan beban kerja tugas dan fungsi pada Inspektorat

Kabupaten Kapuas Hulu.

Faktor Peluang :

-

Adanya komitmen pemimpin/ Kepala daerah yang tercermin dalam RPJMD. isk!

(LU}

Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi atau pendampingan dengan BPKP Perwakilan

Propinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan sfrpengendalian intern

———————

pemerintah. isteisgp!

.......



Adanya MOU antara APIP dan APH dalam penguatan sektor pengawasan

Faktor Ancaman :

Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan

Ll

i
ISEP!

[l

Tuntutan terhadap percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Jumlah ASN yang tidak sebanding dengan beban kerja di Inspektorat

Tuntutan Kinerja yang optimal, dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan istrioleh

.....

Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD. isks!

Rl L

Dari faktor-faktor diatas, Inspektorat mengangkat beberapa isu strategis, antara lain :

1.

Tuntutan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar istelebih

transparan, akuntabel dan bersih dari KKN. iske!

Target Kepala Daerah untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk laporan
keuangan Pemerintah Daerah.
Peningkatan signifikan dari nilai SAKIP Pemerintah Daerah. sk

Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan siPemerintah

Kabupaten Kapuas Hulu. !

(L

. Jumlah fungsional tertentu (Auditor, Auditor Kepegawaian dan Pengawas

Pemerintahan) kompeten yang sebanding dengan beban tugas dan fungsi Inspektorat. isk!

Target Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai level 3 maturitas APIP



BAB IVis
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan tujuan organisasi menuju kinerja yang
lebih baik selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi.

Tujuan tersebut adalah : Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan
pelayanan prima kepada masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat
Kabupaten Kapuas Hulu

Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut adalah :

a. Meningkatnya pengawasan internal yang berkualitas

b. Meningkatnya kapabilitas dan kinerja aparatur Inspektorat.

Agar mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif tentang tujuan dan sasaran
Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dengan gamblang pada tabel berikut :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

Indikator Target Kinerja/ Sasaran pada tahun Ke-

No Tujuan Sasaran Tujuan/

Sasaran 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

(1) (2) (3) (4) (5) | (6) | (7) | (8) (9)

Terwujudnya pengawasan yang
1 profesional untuk memperkuat
Tata Kelola Pemerintahan yang
baik dan bersih.

Predikat SAKIP

Opini BPK

Persentase

Meningkatnya OPD dengan

pengawasan Internal minimal 70% | 75% | 80% | 83% 88%

yang berkualitas Predikat SAKIP
g

Persentase
Pengaduan
yang ditindak
lanjuti

89% | 90% | 91% | 92% 92%

Persentase
temuan yang
selesai
ditindaklanjuti

85% | 90% | 92% | 95% 95%

Level
Maturitas SPIP 1 2 3 3 3
Kabupaten

Level

Kapabilitas 2 3 3 3 3
APIP

Meningkatnya

kapabilitas dan kinerja

aparatur Inspektorat

Predikat SAKIP
Inspektorat
Kabupaten
Kapuas Hulu

CcC B B B BB




BAB Visr
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat yang telah ditetapkan, tentu saja Inspektorat
memiliki strategi dan kebijakan yang akan menjadi pedoman dalam membuat program dan
kegiatan.

Strategi :
1. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah
2. Meningkatkan kepatuhan akan SOP dalam melaksanakan pekerjaan

Kebijakan :

1. Melaksanakan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan kinerja dan keuangan perangkat
daerah

2. Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pengawasan untuk mewujudkan
tercapainya peningkatan Kinerja pengawasan yang berhasil dan berdaya guna

3. Peningkatan kualitas pengawasan yang professional

4. Peningkatan kualitas layanan pendukung pemeriksaan yang sesuai dengan Prosedur



Agar mendapat gambaran hubungan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang
lebih baik, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

Visi : Menuju Kapuas Hulu yang lebih sejahtera, berdaya saing dan Harmonis

Misi : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan
reformasi birokrasi
Peningkatan
Terselenggarannya audit. reviu Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan
pengawasan yang _ evaluasi dan pelayanan Publik
profesional untuk Meningkatnya
. pemantauan
memperkuat Tata pengawasan internal o
. kinerja dan Melaksanakan pengawasan Keuangan Daerah
Kelola yang berkualitas
. keuangan
Pemerintahan yang eranekat
baik dan bersih. gaera}% Pelaksanakan pengawasan penerapan SPIP pada
' perangkat daerah.
Melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan
SAKIP
Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur
) Pengawasan untuk mewujudkan tercapainya
Meningkatkan | ,ohinokatan kinerja pengawasan yang berhasil
Terwujudnya kelf atuhan dan berdaya guna
kualitas layanan a da? SOP Peningkatan kualitas pengawasan yang
. 7 . alam -
f 1
tertib admninistrasi | 1 canakan Rretessiona
pekerjaan Peningkatan kualitas layanan pendukung

pemeriksaan yang sesuai dengan Prosedur




BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu telah membuat rencana program sesuai dengan tugas dan
fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun terdiri dari 8 Program yang akan dilaksanakan dalam rangka membantu
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah di bidang pengawasan dan

pengendalian intern pemerintah. Adapun 8 program yang dimaksud adalah :

* Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

= Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

* Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

= Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

= Program peningkatan disiplin aparatur

= Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH

= Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

= Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

itRencana program kerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu serta

Indikator Kinerja program Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dalam tabel berikut.






Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator kinerja tujuan, sasaran, i i i o - Unit Kinerja
program (outcome) dan kegiatan | Data Capaian pada tahun Awal Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode | Program dan Kegiatan (output) Perencanan Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Per;anggbung
awa
1) (2) 3) ) (5) (6) 1) (8) 9) (10) (1) (12) (13) (14) (15) (16)
—— Sekretaris dan
Proaram Pelavanan Kelancaran Pelayanan administrasi Kasubba
1 g. , ,y perkantoran yang mendukung 100% 100% 1,785,655,500 100% 1,881,216,500 | 100% 1,881,216,500 | 100% 1,881,216,500 | 100% 1,881,216,500 . §
Administrasi Perkantoran ) Administrasi umum
kelancaran tugas dan fungsi SKPD
dan Keuangan
. Sekretaris dan
Program Peningkatan Sarana Terpenuhinya sarana dan prasarana Kasubba
2 9 4 aparatur yang mendukung NIA 9%5% 515,159,000 95% 89,500,000 95% 200,000,000 | 95% 520,000,000 | 95% 550,000,000 . 0
Terwujudnya dan Prasarana Aparatur kel tugas dan fungsi SKPD Administrasi umum
Kualtas ayanan elancaran tugas dan fungsi den Kelangen
tertib administrasi
Meningkélkan surat menyurat Terwujud ingkatan kapasit; Seleetars d
akuntabiltas ral, Program Peningkatan erwujudnya peningkatan kapasitas skrelaris dan
o .., |arsip, administrasi , sumberdaya aparatur yang N N N " . . Kasubbag
kinerja pemerintah k K h 3 |Kapasitas Sumber Daya 95% %% 156,025,000 95% 178,455,000 | 100% 285,528,000.00 | 100% 299,804,000 | 100% 314,794,000 .
daerah €uangan, keruma Aparatur mendukung kelancaran tugas dan Administrasi umum
tanggaan, sarana fungsi SKPD dan Keuangan
dan prasarana z T
et Pengomngan St Sl
4 g 9an SISEM 1 yiiai | AKIP INSPEKTORAT C cC 11,000,000 B 26157000 | B 30000000 B 30,000,000 { BB 32,000,000 |Kasubbag
Pelaporan Capaian Kinerja
Program
dan Keuangan
Sekretaris dan
Program peningkatan disiplin | Tersedianya Sarana dan Prasarana Kasubbag
5 , . .
aparatur Peningkatan Dlsiplin Aparatur Administrasi umum
NIA 100% 100% 100% 2000000 | 100% 100% dan Keuangan
Level Kapabilitas APIP 1 2 3 3 3 3 Selrears don
Program Penataan dan Irban
6 Penyempurnaan kebijakan
sistem dan prosedur
pengawasan ; : A —
Hasil s\{aluam a.kuntablhtas Kinerja c cc 8 8 8 88 Iiban
Instansi Pemerintah
Terselenggaranny ilai
& pengavasan P‘?’f‘""‘f;e,fp: dengan il SAKIP 0% 80% 8% 0% 92% 5% Irhan
) minimal Baik (B) 4,919,001,333 5,017,381,360 5,133,916,000 5,650,020,600 5,032,521,630
yang profesional Meningkatnya
untuk memperkuat | pengawasan
Tata Kelola internal yang . .
Pemerintahan berkualtas Program peningkatan sistem
yang baik dan P pengaw:sle.m mlelrrrI dan b dan
engendalian pelaksanaan i hasil audif
bersih. peng 4 Persentase Rekomendasi hasil audi 88.83% 88.83% 899% 90% % 9% Kasubag Evaluasi
kebijakan KDH yang selesai ditindaklanjuti
dan Pelaporan
Persentase kasus | pengaduan §8.88% §8.98% 89% 90% 91% 92% Iiban
y yang dapat
Level Maturitas SPIP Pemerintah W 200 200 200 200 300 Iiban
Daerah
Program Peningkatan Rata rata jumlah jam Pelajaran
g |Profesionalismetenaga - Pendidikan/ Latihan dan atau Bimiek 20 Jam 30 Jam 210901000 | 30 Jam 210,901,000 | 30 Jam 304,035,000.11 | 30 Jam 434,428,000 | 30 Jam 456,149,000 | Fungsional APIP

pemeriksa dan aparatur
pengawasan

yang diikuti dalam 1 Tahun oleh
fungsional pemeriksa (APIP)




BAB VIl
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 — 2021 untuk
mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Terdapat 5 (lima) indikator kinerja Inspektorat yang
semuanya mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, seperti terlihat dalam tabel

dibawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisiinerjafadall TareetTanaianBetiandah
No Indikator awalPeriode®RPJMD arget.apaiantetiapandn KondisitKerjall
padai@khir
Tahun® 2017 2018 2019 2020 2021 periode®PJMD
[ (2) f (3) A ) I A I ) I A O/ I (9)
1 Hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) C C B B B BB BB
) Persentase Rekomendasi Temuan yang selesai
ditindaklarjt 80% 80% 85% 90% 92% 95% 95%
3 Persentase Kasus/ pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjut 83.88% 88.88% 89% 90% 91% 92% 92%
4 |Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah
1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00
5 | Level Kapabilitas APIP
Levelll Level2 Level2 LevelB LevelB LevelB LevelB
INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET KINERJA
2018 2019 2020 2021
1 | Level Kapabilitas APIP 3 3 3 3
2 | Nilai SAKIP Kabupaten B B B BB
3 Opini BPK WTP WTP WTP WTP
4 | Level Maturitas SPIP Kabupaten 2 3 3 3
5 | Nilai LAKIP Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu B B B BB




BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021
merupakan strategi perencanaan program kerja pengawasan yang ingin diwujudkan dalam kurun
waktu 5 (lima ) tahun.

Dokumen RENSTRA adalah pedoman dalam melaksanakan program dan membuat dokumen
penganggaran serta pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat. Dengan
kata lain dokumen RENSTRA diharapkan menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan
program kerja pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu sesuai tugas pokok dan

fungsinya.

Pengawasan yang profesional sangat ditentukan oleh SDM yang mempunyai berbagai disiplin
ilmu, keahlian serta mentalitas yang baik. Tercukupinya sarana/ prasarana juga membantu
kelancaran tugas pengawasan. Selain itu pula diharapkan obyek yang diperiksa cepat memenuhi
kewajibannya dalam memberikan tanggapan sehingga Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dapat

segera menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan.

Putussibau, 28 Februari 2018

[T INSPEKTORAT
KABUPATEN

NIP. 10610715 198608 1003



